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           PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia 

No. 158 Tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut 

digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum 

diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam 

Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di 

lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf, dan sebagian di lambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah 

ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin: 

                                  Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan 
  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif  Tidak ا 

dilambangkan  

Tidak dilambangkan 

 Ba  B  Be ب 

 Ta  T  Te ث 

 Ṡa  ṡ  es (dengan titik di atas) ث 

 Jim  J  Je ج 

 Ḥa  ḥ  ha (dengan titik di bawah) ح 

 Kha  Kh  kadan ha خ 

 Dal  D  De د 

 Ẑal  ẑ  zet (dengan titik di atas) ذ 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Ra  R  Er ر 

 Zai  Z  Zet ز 

 Sin  S  Es س 

 Syin  Sy  Es dan ye ش 

 Ṣad  ṣ  es (dengan titik di bawah) ص 

 Ḍad  ḍ  de (dengan titik di bawah) ض 

 Ṭa  ṭ  te (dengan titik di bawah) ط 

 Ẓa  ẓ  zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ain  „  Koma terbalik (di atas)‟  ع

 Gain  G  Ge غ 

 Fa  F  Ef ف 

 Qaf  Q  Ki ق 

 Kaf  K  Ka ك 

 Lam  L  El ل 

 Mim  M  Em م 

 Nun  N  En ى 

 Wau  W  We و 

 Ha  H  Ha هـ 

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ى
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2. Vokal (Tunggal dan Rangkap) 

1. Vokal tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, ransliterasinya sebagai berikut: 

                                 Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah  A  A 

  َ  Kasrah  I  I 

  َ  Dhammah  U  U 

 

2. Vokal rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, yaitu : 

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

...
   ًْ  Fathah dan ya  Ai  a dan i 

...
وْ      Fathah dan wau  Au  a dan u 

 

 

3. Ta‟ marbutah 

Ta‟ marbutah hidup dilambangkan dengan “t”  

Contoh : 

ت  الأ  طْفا  ل   وْض   ditulis      rauḍah al-aṭfāl  ر 

Ta‟ marbutah mati dilambangkan dengan “h” 

Contoh : 

ة   نوَّ ر  د  ين ت  الو  -ditulis  al-Madĭnah al   الو 

Munawwarah 
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4. Syaddah 

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

بَّن ا  ditulis  rabbanā  ر 

 ditulis  al-birr  الب ر  

5. Kata sandang (di depan huruf sayamsiyah dan qomariyah) 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 

Contoh: 

ل   الرَّ   ditulis  ar-rajulu  ج 

 ditulis  as-sayyidu  السَّي  د  

 ditulis  as-syamsu  الشَّوْس  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digasriskan di depan 

dan sesuai dengan bunyinya 

Contoh : 

 ditulis  al-qalamu  الق ل ن  

 ditulis  al-badĭ’u  الب د  يْع  

لا  ل    ditulis   al-jalālu  الج 

6. Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan 

tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, 

huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof /`/.  

Contoh : 

 ditulis  umirtu  أهرث

 ditulis  syai`un  شيء
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Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. 

(HR. Ahmad, ath-thabrani, ad-Daruqutni) 
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ABSTRAK  

 

Wahyu Sri Supeni. 1520004. 2024. Pemenuhan Hak Konstitusional 

Bagi Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dalam Kerangka Negara 

Kesejahteraan di Kabupaten Pemalang. Skripsi Progam Studi Hukum 

Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si.   

Hak Konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga 

negara yang sesuai dan dijamin oleh konstitusi yang berlaku di 

negaranya masing-masing. Hak konstitusional warga negara merupakan 

hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga, 

dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh 

keadilan, serta dalam kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak 

kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak 

anak. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui 

wawancara dengan pemangku kebijakan, masyarakat fakir miskin, 

masyarakat yang tidak mendapatkan haknya, serta instansi yang terkait. 

Data sekunder merupakan data pustaka yang mencangkup dokumen-

dokumen publikasi tentang hukum.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya terkait dengan 

pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak-anak 

terlantar di Kabupaten Pemalang masih belum sepenuhnya memenuhi 

prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia seperti prinsip universal, tak 

terbagi, saling bergantung, saling terkait, kesetaraan, non diskriminasi, 

martabat manusia, dan tanggung jawab negara. Dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Pemalang No 23 Tahun 2008 Tentang 

penanggulangan kemiskinan daerah pasal 9, fakir miskin berhak: 1) 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 2) 

mempertahankan hidup dan hidupnya, 3) mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, 4) hidup sejahtera lahir batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, 5) mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, 6) 

memperoleh jaminan sosial untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, 7) milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-
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wenang oleh siapapun, 8) mendapatkan pendidikan dasar dan lanjutan 

yang dapat meningkatkan martabatnya, 9)perlindungan dari pemerintah 

terhadap keterlantaran, tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak 

manusiawi.  

 

Kata kunci: Hak Konstitusonal, Fakir Miskin, Anak-Anak 

Terlantar  
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ABSTRACT 

 

Wahyu Sri Supeni. 1520004. 2024. Fulfillment of Constitutional Rights 

for the Poor and Abandoned Children in the Framework of the Welfare 

State in Pemalang Regency. Thesis of the Constitutional Law Study 

Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Supervisor: Syarifa Khasna, M.Sc. 

 

Constitutional Rights are rights owned by every citizen in 

accordance with and guaranteed by the constitution in force in their 

respective countries. The constitutional rights of citizens are rights 

regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which 

contains the right to life, the right to have a family, and to continue 

their descendants, the right to develop oneself, the right to obtain 

justice, and personal freedom, the right to a sense of security, the right 

to welfare, the right to participate in government, women's rights, and 

children's rights. 

The method used in this study is empirical juridical with a 

qualitative approach. Primary data was obtained through interviews 

with policy makers, poor communities, communities that do not receive 

their rights, and related agencies. Secondary data is library data that 

includes published documents on law. 

The results of this study indicate that efforts related to the 

fulfillment of constitutional rights for the poor and neglected children 

in Pemalang Regency have not fully fulfilled the principles of Human 

Rights such as the principles of universality, indivisibility, 

interdependence, interconnectedness, equality, non-discrimination, 

human dignity, and state responsibility. In Pemalang Regency Regional 

Regulation No. 23 of 2008 concerning regional poverty alleviation, 

article 9, the poor have the right to: 1) decent work and livelihood for 

humanity, 2) maintain their lives and livelihoods, 3) develop themselves 

through the fulfillment of their basic needs, 4) live in physical and 

spiritual prosperity, have a place to live, and get a good and healthy 

living environment and have the right to obtain health services, 5) 

receive facilities and special treatment to obtain the same opportunities 

and benefits in order to achieve equality and justice, 6) obtain social 

security to maintain their survival, 7) personal property that cannot be 

taken arbitrarily by anyone, 8) receive basic and advanced education 
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that can increase their dignity, 9) protection from the government 

against neglect, violence and inhumane treatment. 

 

  Keywords:Constitutional Rights, Poor, Abandoned Children 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki salah satu tujuan yakni mewujudkan 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut 

dibebankan kepada pemerintah untuk memajukan kesejahteraan 

rakyat dan wajib menjamin agar setiap warga negara Indonesia 

mencapai kesejahteraan dengan dasar taraf hidup yang layak bagi 

kemanusiaan. Secara khusus, kontitusi memberikan perhatian 

khusus terhadap kesejahteraan fakir miskin dan anak-anak terlantar 

sebagai bagian dari tanggung jawab negara pemerintah.
1
 

Dalam data Badan Pusat Statistik penduduk Indonesia adalah 

278,8 Jiwa,  hal ini harus diimbangi dengan peningkatan 

pembangunan untuk mengangkat derajat kesejahteraan 

penduduknya. Tanggung jawab ini seharusnya dibebankan kepada 

pemerintahan dan negara. Namun, kemiskinan masih sangat 

banyak di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia terjadi juga karena 

adanya faktor internal maupun eksternal. Sebagai contoh faktor 

internal adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok sehari-hari dan ketidakmampuan dalam mengatasi problem-

problem sosial yang dihadapi. Sedangkan faktor eksternal terjadi 

karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerahnya terhadap 

progam yang terlaksana.
2
 

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak 

terlantar dipelihara oleh negara”.
3
 Bagi fakir miskin dan anak-

anak terlantar yang dimaksud pada Undang-undang ini adalah 

pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial 

sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam 

                                                           
1 Siti Ma‟rifah Nisrina Arifin dan Dea Larisa. “Pertanggungjawab Hilang atau 

Rusaknya Barang Bagasi Pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.” 

Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar‟iyyah 1, no.2 (2020), 326. 
2 Badan Pusat Stastik Jawa Tengah  
3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
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menjamin terpenuhinya hak atas dasar kebutuhan warga negara 

yang miskin dan tidak mampu.  

Kemudian pada Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang 

penanganan fakir miskin, secara umum menjelaskan tujuam negara 

sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea 

ke IV yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh 

tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011 

Tentang penanganan fakir miskin disebutkan bahwa pemerintah 

yang berwenang dalam pemeliharaan fakir miskin di tingkat daerah 

adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, serta menteri 

adalah menteri yang mengurusiurusan dibidang sosial.
4
  

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 23 Tahun 2008 

Tentang Penanggulangan kemiskinan daerah adalah untuk 

menjamin terpenuhinya hak sosial, dan untuk menghadapi 

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial, maka perlu 

dilaksanakan penanggulangan kemiskinan secara terencana, 

terarah, terpadu, dan bekesinambungan.
5
 Tujuan pada Perda ini 

adalah pemerintah harus menyediakan pelayanan yang baik, baik 

itu tempat tinggal yang layak ataupun perhatian yang cukup untuk 

kesehatannya, dan untuk fakir miskin sangatlah memerlukan 

lingkungan yang bersih, tempat tinggal yang layak, kesehatan yang 

baik, serta kesadaran pemerintah untuk meningkatkan pendapatan 

di wilayah Kabupaten Pemalang.  

Berikut tabel angka kemiskinan kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah.  

  

                                                           
4 Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 
5  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 23 Tahun 2008 Tentang 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
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Tabel 1.1 

Jumlah penduduk miskin  Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah  

tahun 2018-2023 (%). 

Kabupaten  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kebumen  17,47 16,82 17,59 17,83 16,41 16,34 

Brebes  17,17 16,22 17,03 17,43 16,06 15,78 

Wonosobo  17,58 16,63 17,36 17,67 16,17 15,58 

Pemalang  16,04 15,41 16,02 16,56 15,06 15,03 

Purbalingga  15,62 15,03 15,90 16,24 15,30 14,99 

Banjarnegara  15,46 14,76 15,64 16,23 15,20 14,90 

Rembang 15,41 14,96 15,60 15,80 14,65 14,17 

Sragen  13,12 12,79 13,38 13,83 12,94 12,87 

Banyumas  13,50 12,53 13,26 13,66 12,84 12,53 

Klaten  12,96 12,28 12,89 13,49 12,33 12,28 

Sumber: data pusat statistik Jawa Tengah 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pemalang dari 

tahun 2018-2023 mengalami kenaikan dan penurunan angka 

kemiskinan. Pada tahun 2018 angka kemiskinan kabupaten 

Pemalang adalah 16,04% hingga pada tahun 2019 Kabupaten 

Pemalang berhasil mengurangi angka kemiskinan dari 16,04% 

sampai dengan 15,41%. Akan tetapi pada tahun 2020 angka 

kemiskinan di Kabupaten Pemalang kembali naik menjadi 16,02%, 

kemudian tahun 2021 naik lagi menjadi 16,56%  hal ini 

dikarenakan adanya dampak corona yang melanda di Indonesia 

sehingga dapat memicu angka kemiskinan yang semakin 

bertambah dan pengangguran yang semakin banyak. Namun pada 

tahun 2022-2023 angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang 

berangsur turun hingga 15,03%. A Lkaln tetalpi alngkal kemiskina ln 

15,03% malsih malsuk dallalm kaltegori sa lngalt miskin, balhka ln 

dibalnding denga ln Ka lbupalten yalng la lin alngkal kemiskinaln di 

Kalbupalten Pemalla lng malsih ma lsuk kaltegori ya lng tinggi.
6
 

                                                           
6  Data Pusat Statistik Jawa Tengah 2018-2023. “Jumlah penduduk miskin  

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.” https://pemalangkab.bps.co.id. Diakses pada 

tanggal 15 Desember 2023. 

https://pemalangkab.bps.co.id/
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Beberalpal falktor ya lng keralp menjaldi penyeba lb terjaldinyal falkir 

miskin da ln a lnalk-alnalk terlalnta lr aldalla lh soa ll ekonomi, kelua lrgal daln 

pendidikaln.
7
 Terlepals dalri falktor-fa lktor tersebut, ha lkikaltnya l setialp 

alnalk terlalntalr daln falkir miskin memiliki ha lk yalng sa lmal denga ln 

malnusial paldal umumnya l sehinggal tidalk a ldal pembedal. Tetalpi jika l 

dilihalt dalri kondisi sa lalt ini, dimalnal alda l pemba ltalsaln rualng geralk 

sehinggal dalmpalknyal salngalt berpengalruh kepaldal a lnalk dikalrenalka ln 

balnya lk alnalk ya lng tidalk sekolalh da ln lebih memilih untuk 

membalntu keua lngaln kelualrga l.
8
 Pembaltalsaln rualng geralk seperti 

contohnyal yalitu setialp malnusia l berha lk alta ls pekerjalaln da ln 

kehidupaln yalng la lyalk seperti ya lng dialtur da llalm Palsall 27 A Lya lt (2). 

A Lkaln tetalpi pa ldal kenya ltalalnnyal falkir miskin da ln alnalk-alnalk 

terlalntalr belum sepenuhnya l mendalpa ltkaln hall tersebut, justru ma lsih 

balnya lk wa lrga l nega lral yalng tida lk bekerja l, tidalk mendalpaltka ln 

lingkungaln daln fa lsilitals keseha ltaln ya lng balik, sertal ma lsih a ldal 

alnalk-alna lk ya lng terlalnta lr tidalk menda lpaltkaln pendidikaln ya lng 

lalyalk.   

Di dallalm Unda lng-Undalng No 23 Talhun 2002 Tenta lng 

perlindungaln alnalk. A Lnalk aldallalh alset nega lral yalng ha lrus dilindungi 

kalrenal a lnalk aldallalh almalnalh dalri Tuha ln Ya lng Ma lhal Esa l ya lng 

didalla lm dirinya l melekalt halrkalt daln ma lrtalba lt sebalgali malnusia l 

seutuhnya l. A Lnalk merupalkaln generalsi muda l genera lsi penerus cital-

cital balngsal sertal memiliki peraln penting da ln sifalt khusus ya lng 

menjalmin kela lngsungaln eksistensi ba lngsa l daln negalral di malsa l 

depaln. Seoralng alnalk bisa l dikaltalkaln seba lgali alnalk terlalntalr kalrena l 

sualtu sebalb oralng tualnyal melallalika ln altalu meningga ll dunia l 

sehinggal tidalk malmpu melalksalnalkaln kewaljibaln memenuhi 

kebutuhaln a lnalk balik jalsmalni, rohalni, ma lupun sosiallnya l.
9
 A Lnalk 

terlalntalr sendiri juga l palda l umumnya l merupalkaln alnalk-a lnalk ya lng 

beralsall dalri la lta lr belalkalng kelualrgal yalng berbedal. A Ldal ya lng 

                                                           
7 Romli ALtsalsmital. Peraldilaln ALnalk di Indonesial. (Balndung: Malndalr Malju, 

1997), h. 160 
8 Mulaldi. Halk ALsalsi Malnusial Halkekalt: Konsep implikalsi dallalm perspektif 

hukum daln malsyalralkalt. (Balndung: PT. Refikal, ALditalmal, 2005). h 231 
9 Undalng-undalng No 23 Talhun 2002 Tentalng Perlindungaln ALnalk 
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beralsall dalri kelua lrgal yalng tidalk malmpu, sehinggal merekal tumbuh 

berkembalng dengaln laltalr belalkalng di kehidupa ln jallalnaln ya lng 

alkralb dengaln kemiskinaln, hila lngnyal kalsih salyalng dalri oralng tua l 

sehinggal memberaltkaln jiwal nya l daln bisa l membualtnyal berperilalku 

negaltif. 

Oleh kalrenal itu, pemerintalh ha lrus lebih meningka ltkaln 

pelalyalnaln yalng ba lik terhalda lp ma lsya lralkaltnyal dalla lm segallal hall, 

khususnyal seperti pa ldal kalsus yalng seda lng di teliti oleh penulis 

terkalit dengaln pemenuhaln ha lk konstitusiona ll fa lkir miskin da ln 

alnalk-alna lk terla lntalr dallalm negalral kesejalhteralaln di Ka lbupalten 

Pemalla lng. Bahwa sesuai dengan pembukaan Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara mempunyai 

tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bahwa NKRI menjamin 

kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan 

terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dimana 

Anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya.  Maka pemerintah juga mempunyai tanggung jawab 

untuk mengoptima llkaln penalngalnaln falkir miskin daln a lnalk-alnalk 

terlalntalr algalr perma lsallalhaln terkalit denga ln falkir miskin da ln alnalk-

alnalk terlalnta lr itu terlalksalnal sesuali denga ln Unda lng-undalng da ln 

Peralturaln-peralturaln yalng lalinnyal. Menurut penulis juga l ha ll 

tersebut perlu dika lji lebih mendallalm terkalit dengaln persoallaln falkir 

miskin da ln alnalk-alnalk terlalntalr di wila lya lh kalbupalten Pemallalng. 

Malkal dalri itu, penulis ingin meneliti terka lit dengaln pemenuha ln 

halk konstitusionall falkir miskin daln alnalk-alnalk terlalnta lr dallalm 

negalral kesejalhteralaln di Ka lbupalten Pemallalng.  

B. Rumusaln Malsallalh 

Berdalsalrkaln pa ldal uralialn laltalr belalkalng dialta ls malka l rumusaln 

malsalla lh dallalm penelitialn ini a lntalral lalin:  

1. Balgalimalnal pemenuhaln halk konstitusiona ll balgi fa lkir miskin da ln 

alnalk-alna lk terlalntalr di Kabupaten Pemalang? 

2. A Lpal saljal upalyal pemenuhaln halk konstitusiona ll falkir miskin da ln 

alnalk alnalk terlalntalr di Kabupaten Pemalang? 
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C. Tujualn Penelitialn 

1. Untuk mengalna llisis balgalimalna l pemenuhaln halk konstitusionall 

falkir miskin daln alnalk-alnalk terlalntalr di Kabupaten Pemalang.  

2. Untuk mengidentifika lsi alpal sa ljal upalya l pemenuhaln ha lk 

konstitusionall falkir miskin daln alnalk alnalk terlalntalr dalam di 

Kabupaten Pemalang. 

D. Malnfalalt Penelitialn 

Berdalsalrkaln tujualn penelitialn yalng telalh dijela lskaln malka l 

aldalpun ma lnfalalt alka ldemis daln pralktis seba lgali berikut: 

1. Malnfalalt ALkaldemis  

a. Melallui penelitialn tentalng pemenuhaln halk konstitusionall balgi 

falkir miskin daln alnalk-alnalk terlalntalr dalam negalra l kesejalhteralaln 

di Kabupaten Pemalang, diha lralpkaln memberika ln kontribusi 

terhaldalp perkembalngaln ilmu dallalm pemenuhaln halk balgi falkir 

miskin daln alnalk-alnalk terlalntalr ya lng aldal di Ka lbupalten 

Pemalla lng. 

b. Penelitialn ini da lpalt digunalkka ln sebalgali referensi daln 

pengetalhualn balru tentalng ma ltal kulialh yalng belum dialjalrkaln 

paldal balngku perkulialhaln mengenali pemenuhaln halk 

konstitusinall balgi falkir miskin daln alnalk-alnalk terlalntalr. 

c. Penelitialn ini memberikaln rekomendalsi daln referensi untuk 

penelitialn selalnjutnyal. 

2. Malnfalalt pralktis 

a. Penelitialn ini dalpalt menjaldi sa lraln untuk pemerinta lh da ln 

malsya lralkalt untuk menja ldi balhaln evallua lsi kedepalnnya l.  

b. Balgi pemerinta lh daleralh dalpalt menga lmbil lalngka lh untuk 

mengaltalsi pemenuha ln halk konstitusiona ll balgi malsyalralkalt-

malsya lralkalt miskin. 

c. Paldal penelitia ln ini peneliti berha lralp dalpalt membalntu 

memberikaln pengeta lhualn kepalda l pembalcal altalu malsyalralkalt 

sehinggal dalpalt mengetalhui pemenuhaln halk konstitusiona ll 

terhaldalp falkir miskin daln alnalk-a lnalk terla lntalr. 
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E. Kera lngkal Teori 

Paldal balgialn ini penulis menguralikaln teori untuk menga lnallisis malsalla lh ya lng 

terkalit dengaln proposa ll, ya litu: 

1. Halk ALsalsi Malnusial  

a. Halk ALsalsi Malnusial 

Halk alsalsi malnusial merupalkaln halk da lsalr yalng dimiliki oleh 

setialp malnusia l sejalk lalhir daln merupalka ln alnugeralh dalri Tuhaln 

Yalng Ma lhal Esal. Dengaln demikia ln, Ha lk A Lsalsi Ma lnusia l 

bukalnlalh merupalkaln halk ya lng sumber da lri negalra l daln hukum. 

Oleh kalrena l itu, yalng diperlukaln da lri negalra l daln hukum 

halnya lla lh pengalkualn daln jalmina ln perlindunga ln terhaldalp ha lk 

alsalsi tersebut. 
10

  

Dallalm palsall 1 A Lyalt (1) Unda lng-undalng Nomor 39 Talhun 1999 

Tentalng HA LM yalng meyaltalkaln ba lhwa l: 

“halk alsalsi malnusial dallalh seperalngka lt halk yalng meleka lt pa lda l 

halkikalt daln keberaldalaln malnusial sebalgali malkhluk Tuhaln Yalng 

Malhal Esal daln merupalkaln alnugeralhnyal yalng waljib dihorma lti, 

dijunjung tinggi daln dilindungi oleh negalral hukum, 

pemerintalha ln daln setialp oralng demi kehormaltaln serta l 

perlindunga ln halrkalt daln malrtalbalt malnusial”.
11

 

Menurut A Lswalnto Walkil Ketua l Malhkalmalh Konstitusi ketika l 

menjaldi na lralsumber da llalm alcalral Diklalt Na lsionall Palrallel 

Lembalgal Hukum A Lnalk Negeri A Lngkaltaln X Talhun 2022 ya lng 

diselenggalralkaln oleh Dewa ln Pimpina ln LALN, paldal Salbtu 

Talnggall 19 Ma lret 2022. A Lswalnto menya lmpalikaln balhwa l HA LM 

tidalk sa lmal dengaln Ha lk dalsalr altalu halk konstitusionall. HA LM 

merupalkaln ha lk yalng diperoleh setia lp malnusial seba lgali 

konsekuensi ial dilalhirkaln sebalga li ma lnusial. Ja ldi, konsekuensi 

kital sebalgali ma lnusial diberi halk ya lng nalmalnya l Halk A Lsalsi 

Malnusial .Sementalral halk dalsalr yalng kemudia ln menjaldi ha lk 

konstitusionall itu aldallalh halk yalng dimiliki seseora lng kalrenal ia l 

menjaldi wa lrgal negalral da lri sebua lh negalral. Terdalpalt tigal hall 

                                                           
10  ALpeles Lexi Lonto. Hukum Halk ALsalsi Malnusial. (Yogyalkalrtal: Penerbit 

Ombalk, 2016) . h 1 
11 Undalng-undalng Nomor 39 Talhun 1999 Tentalng HALM. Palsall 1 ALyalt 1 
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mendalsalr ya lng membedalkaln alntalral halk alsalsi malnusia l denga ln 

halk dalsalr a ldalla lh pertalmal Ha lk alsalsi malnusial sumbernyal da lri 

A Lllalh. Sedalngkaln ha lk dalsalr altalu ha lk konstitusionall sumbernya l 

dalri negalral.  

A Ldalpun prinsip-prinsip HA LM menurut R.K Smith a lnta lral lalin: 

1. Universal  

2. Tak terbagi 

3. Saling bergantung 

4. Saling terkait  

5. Kesetaraan 

6. Non diskriminasi 

7. Martabat manusia 

8. Tanggung jawab negara 

Halk konstitusionall aldallalh ha lk yalng dimiliki oleh setialp walrga l 

negalral ya lng sesuali daln dijalmin oleh konstitusi yalng berlalku di 

negalralnyal malsing-malsing. Tetalpi pa ldal palsall 28J UUD 1945: 

(1) Setialp oralng wa ljib menghormalti halk alsalsi malnusial oralng la lin 

dallalm tertib kehidupa ln berma lsya lralkalt, berba lngsal, da ln 

bernegalral. 

(2) Dallalm menjallalnkaln halk daln kebebalsalnnya l, setia lp oralng waljib 

tunduk kepalda l pembaltalsaln ya lng diteta lpkaln dengaln undalng-

undalng dengaln malksud semaltal-maltal untuk menjalmin 

pengalkualn sertal penghormaltaln altals halk daln kebeba lsaln oralng 

lalin daln untuk memenuhi tuntutaln yalng aldil sesuali dengaln 

pertimbalngaln morall, nilali-nilali algalmal, kealmalnaln, daln 

ketertibaln umum dallalm sualtu malsyalralkalt demokraltis.  

Halk konstitusionall wa lrgal negalral merupalkaln halk yalng 

dialtur dallalm UUD 1945 ya lng di da lla lmnyal memualt mengena li 

halk untuk hidup, ha lk berkelua lrgal daln melalnjutkaln keturuna ln, 

halk mengemba lngkaln diri, halk memperoleh kea ldilaln, ha lk 

kebebalsaln priba ldi, halk altals ralsal almaln, halk kesejalhteralaln, ha lk 

sertal dallalm pemerinta lhaln, halk perempua ln, daln halk alnalk.  

Dallalm UUD 1945 seca lral tega ls memualt halk-halk dalsalr 

walrgal nega lral ya lng selalnjutnya l disebut sebalgali ha lk 

konstitusionall. Da llalm hukum seba lga li bentuk sua ltu kesaltualn 
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sistem tersebut terda lpalt elemen kelembalgalaln, elemen kalidalh 

huku, perilalku palral subyek hukum ya lng menya lnda lng halk da ln 

kewaljibaln ya lng ditentukaln oleh norma l a lturaln tersebut.  

2. Welfalre Sta lte  

Negalral kesejalhtera laln ya litu dimalnal negalral altalu 

pemerintalh tidalk ha lnya l memiliki tempalt sebalgali pelindung altalu 

menertibkaln malsyalralkalt, nalmun memiliki talnggung jalwalb 

penuh dallalm mencipta lkaln kesejalhteralaln sosia ll serta l 

kesejalhteralaln umum balgi setialp walrgal nega lralnyal. 
12

 Negalra l 

kesejalhteralaln ini memiliki malknal yalng terdiri dalri beberalpa l 

alspek yalkni alspek politik, alspek hukum sertal alspek sosia ll 

ekonomi.
13

 

Didallalm konsep welfalre daln sociall service stalte dimalna l 

negalral waljib berta lnggung jalwalb secalral penuh terhalda lp 

kebutuhaln da lsalr malsya lralkaltnyal untuk memperoleh sta lndalr 

kehidupaln ya lng la lyalk. 
14

 Negalral Keseja lhteralaln aldal sebalgali 

jalwalbaln dalri sebua lh ketimpa lngaln sosiall ya lng terbentuk da llalm 

sistem ekonomi libera ll. Nega lral kesejalhteralaln sendiri tela lh 

diketalhui ka lrenal aldalnyal pembalgia ln serta l pemisalhaln kekualsalaln. 

Negalral mempunya li freis ermessen ya litu sua ltu kebebalsaln algalr 

bisa l ikut paldal seluruh balgialn alktivita ls ekonomi, sosiall serta l 

politik ya lng memiliki tujua ln alkhir untuk mewujudka ln 

kesejalhteralaln umum.  

Berkalitaln dengaln pembukalaln Unda lng-undalng Da lsa lr 

Negalral Republik Indonesial Ta lhun 1945, Nega lral mempunya li 

talnggung ja lwalb untuk mema ljukaln keseja lhteralaln umum da ln 

mencerda lska ln kehidupa ln balngsal. 
15

 Balhwal sesuali dengaln 

ketentua ln negalral bertalnggung jalwalb untuk memeliha lral falkir 

miskin untuk memenuhi kebutuha ln dalsalr ya lng lalya lk ba lgi 

                                                           
12 Balgir Malnaln, Politik Perundalng-undalngaln Dallalm ralngkal Mengalntisipalsi  

Liberalsi Perekonomialn . (Balndalr Lalmpung: FH Unilal, 1996) h. 16 
13 Balgir Malnaln, Hubungaln alntalral pusalt daln daleralh menurut UUD NRI 1945. 

(Jalkalrtal:Pustalkal Sinalr Halralpaln, 1994) h. 38 
14 Malrito Sihalputalr, perlindungaln hukum terhaldalp falkir miskin berdalsalrkaln 

Undalng-Undalng Nomor 13 talhun 2011, dalri perspektif fiqih siyalsalh.  
15 Undalng-undalng Dalsalr Negalral Republik Indonesial Tahun 1945 
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kemalnusialaln balhwal gunal untuk melalksalnalkaln talnggung jalwalb 

negalral diperluka ln kebijalkaln pemba lngunaln nalsiona ll yalng 

berpihalk pa ldal fa lkir miskin seca lral terencalnal, teralralh, da ln 

berkelalnjutaln.  

3. Fakir miskin dan anak-anak terlantar  

Fakir adalah orang-orang yang memiliki potensi namun 

belum bisa direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari. 16  Miskin diartikan sebagai orang yang memiliki 

sesuatu atau memiliki setengah kebutuhan atau lebih namun 

tidak mampu mencukupi keseluruhannya. Seperti halnya Imam 

Syafi‟i berkata bahwa kemiskinan dihitung berdasarkan harta 

milik atau usaha seseorang apakah dapat memenuhi kebutuhan  

atau tidak. 17 Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai 

mata pencaharian atau sumber mata pencaharian  tetapi tidak 

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar  

yang layak bagikehidupan dirinya dan keluarganya menurut 

Undang-undang No 13 Tahun 2011. 18  Imam Syafi‟i  

mengatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang tidak 

mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha 

kan tetapi kurang dari setengah dari hidupnya dan tidak ada 

orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.  

Menurut pasal 1 Angka 1 UU No 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Pasal 1 Angka 6 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, menjelaskan bahwa anak terlantar adalah 

hak anak yang tidak terpenuhinya kebutuhannya secara wajar, 

baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Menurut R.A. 

                                                           
16  Rudi kurniawan., “Optimalisasi Pemberian bantuan sosial kepada fakir 

miskin pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten 

Aceh Utara”, Asia-Pacific Jurnal of Public Policy, Volume 6 Nomor 2 (Oktober 

2020): 147, https:doi.org/10.52137/Humanis.v6i. h 123 
17 Farhatul Awaliyah, “Pemaknaan Kata Fakir Dan Miskin Dalam Hadist Nabi 

Kajian Tematik Hadist Fakir Dan Miskin”, Tesis, Fakultas Ushuluddin Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016, h 35 
18 Pasal 1 Undang-undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir miskin 
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Koesnoen memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, 

muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalam hidup, 

karenanya mudah terpengaruh dalam keadaan sekitarnya. 
19

 

Menurut Kartini Kartono anak adalah manusia normal yang 

masih muda usianya dan masih sedang menentukan 

identitasnya.
20

 Sedangkan menurut Romli Atmasasmita anak 

adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu yang masih 

belum dewasa dan belum kawin. 
21

  

Bertambahnya populasi anak terlantar yang identiknya 

dengan kemiskinan menjadi indikator adanya kenaikan jumlah 

penduduk atau jumlah keluarga miskin di sebuah daerah. 

Kemiskinan di daerah juga memaksa seseorang untuk bertindak 

melakukan segaa cara untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Hal ini menjadi menjadi pemicu besar menimbulkan 

adanya atau meningkatkan jumlah pengemis, pengamen dan 

gelandangan di daerah-daerah. Sebagian dari mereka ada yang 

dimanfaatkan sebagai pengemis atau pengamen jalanan oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab hal ini menimbulkan rasa 

iba sehingga masyarakat tergerak hatinya untuk memberikan 

uang, bahkan kadang anak-anak terlantar dipelihara oleh orang 

yang tidak bertanggung jawab dan hanya dijadikan sebagai 

pemuas nafsu.  

F.  Penelitialn Ya lng Relevaln 

Penelitialn terdalhulu sa lngalt dibutuhka ln oleh penulis guna l 

untuk mengeta lhui hubungaln keterkalitaln penelitialn penelitialn 

dalhulu dengaln penelitialn yalng alka ln dibua lt oleh penulis. Penulis 

alkaln mengetalhui pembedal paldal penelitialn yalng a lkaln dibua lt 

dengaln penelitialn terdalhulu, sertal alda lnyal penelitia ln terdalhulu 

penulis alkaln mengetalhui daln menentuka ln fokus pemba lhalsaln. 

Penilitialn terda lhulu disa ljikaln dallalm bentuk pengkla lsifikalsialn 

                                                           
19 R.A. Koenoen, Sususan Pidana Dalam Negara Indonesia, (Bandung:sumur, 

1964), h. 120 
20 Kartini Kartono, Gangguan-Gangguan Psikis, (Bandung:Sinar Baru, 1981), 

h. 187.  
21 Romli Atmasasmita, Problema kenakalan Anak-anak Remaja (Yuridis Sosio 

Kriminologis), (Bandung:Armico,1983), h. 230. 
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berdalsalrkaln judul, titik pembeda l denga ln penjelalsaln singka lt 

mengenali penelitia ln terdalhulu dallalm bentuk talbel sebalgali 

berikut: 

Tabel 1.2 Penelitian Yang Relevan 

N

O 

Penulis Judul Persa lmalaln Perbedalaln 

 1 Moh. 

Wildaltalmm

al Muzalwalqi 

Tahun 2023 

Implementals

i penalngalna ln 

falkir miskin 

berdalsalrkaln 

UU No 13 

Talhun 2011 

di desa l 

Purwoalsri 

Kecalmaltaln 

Gumukmals 

kalbupalten 

Jember  

Fokus penelitialn 

ini aldallalh 

adalah bagimana 

pelaksanaan 

penalngalna ln 

falkir miskin 

sesuali dengaln 

UUD Talhun 

1945. 

Persalmalaln pa lda l 

penelitialn ini 

ya litu sa lmal-salma l 

menfokuskaln 

paldal 

penalngalna ln 

falkir miskin 

altalu 

pengentalsaln 

kemiskinaln di 

wilalyalh 

kalbupalten. 

Perbedalaln palda l 

penelitialn ini 

aldalla lh lebih 

terfokus pa lda l 

pelalksalna laln 

penalngalna ln 

falkir miskin di 

kalbupalten 

jember. 

Sedalngkaln 

paldal penelitia ln 

ya lng dilalkukaln 

oleh penulis 

aldalla lh terfokus 

paldal 

pengentalsaln 

kemiskinaln di 

wilalyalh 

kalbupalten 

Pemalla lng. 
22

 

 2 Nalbilal 

Salvitri 

Tahun 2020 

A Lnallisis 

Siya lsalh 

Dusturiyalh 

tehaldalp 

fungsi daln 

Persalmalaln pa lda l 

penelitialn ini 

ya litu sa lmal-salma l 

mengkalji terkalit 

dengaln UU No 

Perbedalaln palda l 

penelitialn ini 

peneliti 

menggunalkaln 

metode yuridis 

                                                           
22  Moh.Wildatamma Muzawaqi, “Implementasi Penanganan Fakir Miskin 

Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2011 di Desa Purwoasri Kecamatan 

Gumukmas Kabupaten Jember Tahun 2023.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.  
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kewenalngaln 

Negalral 

dallalm 

memelihalral 

falkir miskin 

(studi 

Undalng-

undalng 

Nomor 13 

Talhun 2011 

Tentalng 

Penalngalnaln 

Falkir 

Miskin) 

13 Talhun 2011 

Tentalng 

Penalngalnaln 

Falkir Miskin.  

normaltive altalu 

berdalsalrkaln 

sumber-sumber 

balhaln literalture 

sedalngkaln 

penelitialn ya lng 

dilalkuka ln oleh 

penulis 

menggunalkaln 

metode yuridis 

empiris yalng 

beralrti balhwa l 

penelitialn 

hukum ini 

mengalmalti isu 

ya lng terja ldi 

dilalpa lngaln. 
23

 

 3  Nindy 

A Ldriyalni 

Rifalndal 

Tahun 2020 

Implementals

i Unda lng-

undalng 

Nomor 13 

Talhun 2011 

Tentalng 

penalngalna ln 

falkir miskin 

dallalm 

perspektif 

Hukum 

Islalm (studi 

di Dinals 

Sosiall kota l 

Balndalr 

Persalmalaln pa lda l 

penelitialn ini 

aldalla lh sa lmal-

salmal untuk 

meng-

implementa lsikal

n terkalit dengaln 

Undalng undalng 

Nomor 13 

Talhun 2011 

tentalng 

penalngalna ln 

falkir miskin.  

Perbedalaln palda l 

penelitialn ini 

penulis 

mengalmalti 

terkalit dengaln 

falkir miskin 

dallalm 

perspektif 

hukum islalm 

nyal, kemudia ln 

saltu nyal lebih 

terfokus terkalit 

dengaln 

pemenuhaln halk 

konstitusionall 

                                                           
23  Nabila Savitri, “Analisis siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan 

kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin studi Undang-undang No 13 

Tahun 2011 tentang  Penanganan fakir miskin Tahun 2020.”  
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Lalmpung).  falkir miskin di 

negalral 

kesejalhteralaln. 
24

 

 4 Ralmsial 

Tahun 2022 

Perlindungaln 

Negalral 

terhaldalp 

falkir miskin 

berdalsalrkaln 

Undalng-

undalng 

Nomor 13 

Talhun 2011 

tentalng 

Penalngalnaln 

falkir miskin  

Fokus penelitialn 

ini a ldallalh 

balgalima lnal 

perlindungaln 

Negalral untuk 

melindungi fa lkir 

miskin sesua li 

dengaln Unda lng-

undalng Nomor 

13 Talhun 2011 

perspektif Fiqh 

Siya lsalh di dina ls 

sosiall kota l 

Balndalr 

Lalmpung.  

Fokus 

penelitialn ya lng 

dilalkuka ln oleh 

penulis aldallalh 

alpal saljal ha lk-

halk yalng halrus 

dipenuhi untuk 

falkir miskin 

sesuali dengaln 

Undalng 

Undalng No 13 

Talhun 2011. 

Daln terdalpalt 

perbedalaln 

dengaln 

penelitialn 

terdalhulu ya litu 

terletalk di 

lokalsi 

penelitialn da ln 

tujualn 

penelitialn.  
25

 

5 Moch. 

A Lldino P. G.  

Tahun 2018 

A Lnallisis 

Kemiskinaln 

Di Jalwa l 

Tengalh  

Fokus penelitialn 

ini a ldallalh 

falktor-falktor a lpa l 

saljal yalng 

Perbedalaln 

penelitialn 

terdalhulu 

dengaln ya lng 

                                                           
24 Nindy Adriyani Rifanda, “Implementasi Undang-undang No 13 Tahun 2011 

Tentang penanganan fakir miskin dalam Perspektif Hukum Islam studi di Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2020” 
25 Ramsia, “Perlindungan Negara terhadap Fakir Miskin berdasarkan Undang-

undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Tahun 2022” 
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mempenga lruhi 

tingkalt 

kemiskinaln di 

Kalbupalten/kotal 

di Provinsi Ja lwal 

Tengalh.  

dilalkuka ln oleh 

penulis aldallalh 

terletalk palda l 

peraln 

pemerintalh 

terhaldalp 

penalnggulalngal

n kemiskinaln 

daleralh di 

kalbupalten 

pemallalng. 

Fokus 

penelitialn ini 

ya lng dilalkukaln 

oleh penulis 

aldalla lh 

balgalimalnal 

pemerintalh 

daleralh 

kalbupalten 

pemallalng 

dallalm 

penalngalna ln 

falkir miskin 

daln hall alpal saljal 

ya lng dilalkukaln 

untuk 

pengentalsaln 

kemiskinaln 

daleralh di 

wilalyalh 
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Kalbupalten 

Pemalla lng. 
26

 

 

G. Metode Penelitia ln 

1. Jenis Penelitialn 

Jenis penelitia ln ya lng dipalka li untuk penelitia ln ini ya litu 

menggunalkkaln penelitia ln yuridis empiris, ya lng bera lrti balhwa l 

penelitialn hukum ya lng dilalkukaln dengaln calral meneliti, 

mengalmalti, menga lnallisis di la lpalnga ln secalral lalngsung untuk 

mengeta lhui isu ya lng malsih tejaldi di lalpa lngaln. Da llalm penelitia ln 

ini mengalmbil terka lit dengaln halk konstitusionall falkir miskin 

daln alnalk a lnalk terlalntalr di dallalm negalral kesejalhteralaln, ya lng 

malnal objeknya l a ldallalh mengidentifika lsi terkalit denga ln 

pemenuhaln halk konstitusionall falkir miskin da ln alnalk-a lnalk 

terlalntalr di wilalya lh Ka lbupalten Pemalla lng.  

2. Pendekaltaln Penelitialn 

Pendekaltaln yalng digunalkkaln untuk mengka lji penelitia ln 

ini ya litu menggunalkkaln pendekaltaln kuallitaltif. Ya lng alrtinya l 

beralrti da ltal ya lng diperoleh yalitu dalri mengumpulkaln daltal daln 

informalsi dalri berbalgali sumber untuk dika lji altalu di alnallisis 

lebih lalnjut terka lit dengaln pemenuhaln halk konstitusionall ba lgi 

falkir miskin daln alnalk-alnalk terlalnta lr di wilalya lh Ka lbupalten 

Pemalla lng.  

3. Sumber da ltal  

a. Daltal primer, terdiri da lri wa lwalnca lral daln observalsi dalri 

intansi pemerintahan Kabupaten Pemalang diantaranya Dinas 

Sosial Kabupaten Pemalang, Satpol PP Kabupaten Pemalang, 

Bappeda Kabupaten Pemalang. Da ltal primer a ldallah da ltal ya lng 

diperoleh peneliti terka lit denga ln pemenuhaln halk 

konstitusionall falkir miskin da ln alnalk-a lnalk terlalntalr dallalm 

negalral keseja lhteralaln dengaln mewa lwalncalrali sta lf Setda l 

Kalbupalten Pemalla lng. 

                                                           
26  Moch. Aldino P.G Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah, Yogyakarta: 

Universitas Islam Indonesia, 2018. 
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b. Daltal sekunder 

Yaitu data pustaka yang mencangkup dokumen publikasi 

tentang hukum meliputi: 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer bersumber dari data yang diambil 

dari lapangan. Data ini didapatkan melalui data yang 

sudah ada pada masyarakat dan pemerintah Kabupaten 

Pemalangserta wawancara kepada pihak yang terkait 

dengan masalah yang disajikan. Bahan hukum primer 

berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang No 23 Tahun 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,  Peraturan 

Daerah Kabupaten Pemalang No 23 Tahun 2008 Tentang 

Penanggulangan kemiskinan daerah, Permensos No 4 

Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak 

Terlantar. 

2. Balhaln hukum sekunder ini terdiri dalri buku-buku alta lu 

sumber referensi seperti teks altalu jurnall-jurnall hukum 

ya lng berkalitaln dengaln penelitialn yalng sedalng diteliti 

ya lng bersifalt relevaln yalitu terka lit dengaln pemenuhaln ha lk 

konstitusionall balgi falkir miskin da ln alnalk-alnalk terlalnta lr 

dallalm negalra l kesejalhteralaln di Kalbupalten Pemalla lng. 

4. Teknik Pengumpula ln Da ltal  

a. Observalsi  

Observalsi altalu pengalmaltaln aldallalh metode 

pengumpulaln dalta l dimalna l penelitia ln ini dila lkukaln di 

lalpalnga ln kemudialn peneliti menca ltalt informa lsi ya lng di 

dalpaltka ln sebalgalimalnal selalmal penelitialn. Melalksalnalka ln 

pengalmaltaln la lngsung dengaln situalsi daln kondisi altalu 

peristiwa l di Ka lbupalten Pema llalng terkalit dengaln pemenuha ln 

halk konstitusionall falkir miskin da ln alnalk-alnalk terlalnta lr di 

wilalyalh Ka lbupalten Pema llalng. Observa lsi alda llalh sua ltu 

metode ya lng alkuralt daln spesifik, ka lrenal teknik ini malmpu 

untuk mencalri segallal malcalm informa lsi tentalng seluruh kalsus 
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altalu kegialtaln yalng sedalng berla lngsung untuk kemudia ln 

dijaldikaln sua ltu objek kaljialn dallalm sebualh penelitialn.  

b. Walwalncalral 

Walwalncalral altalu interview a ldallalh kegialtaln percalka lpa ln 

alntalra l dual oralng altalu lebih secalral la lngsung altalu taltalp muka l 

mengenali kejaldialn altalu peristiwa l terkalit dengaln pemenuha ln 

halk konstitusionall falkir miskin da ln alnalk-alnalk terlalnta lr di 

wilalyalh kalbupalten Pemallalng. Da ln wa lwalncalral ini dilalkuka ln 

dengaln intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah sebagai bukti resmi adanya teknik 

wawancara dan observasi yang sudah dilakukan. Metode ini 

berupa pengumpulan data yang menliti berbagai macam 

dokumen berguna untuk bahan analisis dalam mendalami 

dari Pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-

anak terlantar di wilayah Kabupaten Pemalang serta upaya 

penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan anak-anak 

terlantar  

H. Teknik ALnallisis Daltal 

Dengaln menggunalkkaln A Lnallisis Intera lktif. A Lnallisis 

Interalktif ini da llalm proses penelitia ln melallui 4 talhalpaln yalitu, 

pengumpulaln daltal, reduksi daltal, penya ljialn daltal, sertal penalrika ln 

kesimpulaln. Penelitia ln dengaln menggunalkkaln alnallisis interalktif 

ini daltal yalng di da lpaltkaln dalri lalpalngaln. 

1. Pengumpulaln da ltal 

Pengumpulaln daltal aldalla lh kegialtaln mencalri daltal di 

lalpalnga ln yalng alkaln digunalkaln untuk menja lwalb permalsallalhaln 

penelitialn terka lit dengaln pemenuhaln halk konstitusionall falkir 

miskin daln alnalk-alnalk terlalntalr di wila lya lh Kalbupalten 

Pemalla lng. Pengumpulaln dalta l salngalt diperlukaln untuk 

memperoleh da ltal yalng berkuallitals. 

2. Reduksi dalta l  

Reduksi daltal aldallalh menyimpulkaln dalta l ya lng diperoleh 

dalri halsil yalng diteliti oleh peneliti kemudialn memilalh milalh 

daltal sedemikialn rupal sehingga l daltal tersebut dalpalt 
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menghalsilkaln informalsi yalng bermalknal daln memudalhka ln 

dallalm mena lrik kesimpulaln.  

3. Penyaljia ln daltal 

Penyaljia ln daltal aldallalh pembua ltaln lalpora ln ha lsil 

penelitialn ya lng dila lkukalnalgalr da lpalt dipa lhalmi daln di alnallisis 

sesuali dengaln tujualn yalng diinginka ln. Kemudialn daltal ya lng 

disa ljikaln halrus jelals, sederhalnal algalr muda lh dipalha lmi. 

4. Penalrikaln kesimpula ln 

Proses menyusun bukti-bukti dallalm sua ltu pernyaltala ln 

sehinggal terbentuk dallalm saltu kallima lt ya lng jela ls daln disebut 

sebalgali kesimpula ln.  

 

I. Sistemaltikal Penulisa ln  

Dallalm sistemaltikal penulisaln ini diba lgi menja ldi beberalpal balb, 

ya lng malsing-malsing balb terdiri dalri bebera lpal sub balb ya lng 

bertujualn untuk tercalpalinya l pembalha lsaln penelitialn ini da lpalt 

tersusun secalral sistemaltis, dialntalralnyal seperti berikut ini: 

Balb I, berisi pendalhulualn yalng di da llalmnyal tercalntum hall-ha ll 

ya lng menga ltur bentuk dalri penelitia ln ya lng didallalmnya l berisi Lalta lr 

Belalkalng, Rumusa ln Ma lsallalh, Tujua ln Penelitialn, Malnfalalt 

Penelitialn, Kaljialn Teori, daln Metode Penelitialn. 

Balb II, berisi lalndalsaln teori ya lng memua lt terkalit pemenuha ln ha lk 

konstitusionall teha ldalp falkir miskin da ln alnalk-alnalk terlalntalr di 

Kabupaten Pemalang.  

Balb III, berisi ha lsil penelitialn ya lng memua lt tentalng profil da lri 

Kalbupalten Pema llalng, sertal mengenali pemenuha ln ha lk 

konstitusionall di Ka lbupalten Pemalla lng.  

Balb IV, berisi mengenali pembalhalsaln da lri alnallisis ha lsil penelitia ln 

ya litu tentalng pemenuha ln halk konstitusiona ll balgi falkir miskin da ln 

alnalk-alna lk terlalntalr di dalla lm nega lral keseja lhteralaln. 

Balb V, berisi penutup ya lng mencalkup mengena li kesimpulaln da ln 

salraln sebalgali penutup dalri halsil pemba lhalsaln.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan tentang 

Pemenuhan Hak konstitusional Bagi Fakir Miskin dan Anak-anak 

Terlantar Dalam Negara Kesejahteraan di Kabupaten Pemalang. 

Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peneliti menemukan beberapa gambaran yang nyata bahwa 

pemenuhan hak konstitusional untuk fakir miskin dan anak-anak 

telantar di wilayah Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya 

teratasi dengan baik secara prinsip Hak Asasi Manusia dan jauh 

dari idealistis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

undang.  

2. Adapun wujud penanggulangan kemiskinan dan anak-anak 

terlantar adalah pemerintah Kabupaten Pemalang bekerja sama 

dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pemalang dengan 

memberikan bekal ilmu dan keterampilan-keterampilan seperti 

keterampilan menjahit yang di adakan di BLK.  

3. Ada beberapa faktor dalam penanganan fakir miskin dan anak-

anak terlantar di wilayah Kabupaten Pemalang baik itu internal 

maupun eksternal.  

 

B. Saran  

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis terkait dengan 

Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin dan Anak-anak 

Terlantar Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan. Maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut:   

1. Diperlukannya peningkatan terkait dengan pemenuhan hak 

konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah 

Kabupaten Pemalang agar fakir miskin dan anak-anak terlantar 

bisa mendapatkan selayaknya hak seperti masyarakat/ manusia 

di bumi ini sesuai dengan prinsip universal pada hak asasi 

manusia.  
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2. Diperlukannya untuk memperhatikan kinerja pemerintah daerah 

setempat dalam penyaluran bantuan untuk fakir miskin dan 

anak-anak terlantar agar tidak terjadinya sifat diskriminasi. 

3. Pemerintah Kabupaten Pemalang harus bekerja keras untuk 

menanggulangi kemiskinan daerah, serta membukakan peluang 

usaha untuk masyarakat miskin, fakir miskin serta masyarakat 

pengangguran/masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. 

4. Bagi masyarakat yang memperoleh bantuan dari Pemerintahan 

baik berupa modal ataupun keterampilan lain hendaknya bisa 

memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik agar dapat 

memberdayakan dirinya sehingga tujuan dari pemerintah untuk 

menanggulangi kemiskinan dapat terwujud.  
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